BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Banjarmasin

1. Sejarah singkat perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H
atau 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini diprakarsai
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia dan didukung oleh
eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim.
Kegiatan operasi BMI dimulai pada 27 syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.Setelah dua
tahun sejak didirikan, BMI berhasil mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa
tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994.Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi
perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam

jasa maupun produk yang terus berkembang.'

Pada akhir tahun 90-an, BMI terkena dampak krisis moneter pada tahun
1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.Perseroan mencatat
kerugian sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar
kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya,
BMI memperoleh bantuan dari Islamic Depelopment Bank (IDB) yang

berkedudukandi Jeddah, Arab Saudi.Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara

"Bank Muamalat Indonesia, Profil Bank Muamalat Indonesia, http://www.bankmuamalat
.co.id/ diakses 4 Juli 2015.



resmi menjadi salah satu pemegang saham BMI.Dalam kurun waktu 1999-2002, BMI
berhasil mengubah kondisi dari rugi menjadi laba melaui upaya dan dedikasi setiap
kru muamalat, kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat,

serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Sebagai bank pertama murni syariah, BMI berkomitmen untuk
menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya patuh terhadap syariah, namun
juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok Nusantara. Komitmen
tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional, dan

. . 3
internasionalserta masyarakat luas.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin merupakan kantor layanan
berdasarkan prinsip syariah di Kota Banjarmasin yang pertama kali beroperasi pada
tahun 2003 yang terletak di JI. A. Yani km. 6 dan sekarang berpindah lokasi di JI.
A.Yani km. 5,2 Banjarmasin. Gedung yang mempunyai lantai bertingkat 3 ini
memberikan layanan perbankan bagi masyarakat.lantai dasar terdiri dari banking
hall(unit pelayanan), teller, customer service, dan ruangan back office serta ruangan
bagian unit support pembiayaan (USP). Lantai 2 terdiri dari ruangan bagian

marketing financing, ruang rapat, dan ruangan branch manager.lantai 3 terdiri dari

Ibid.

3Ibid.



ruangan marketing funding, mushala dan dapur umum. selain itu dihalaman bank

terdapat satu buah mesin authomatic teller machine(ATM).4

Bank Muamalat Cabang Banjarmasin telah membuka 5 cabang pembantu,
yang pertama di Kayutangi Cabang Kas di Pasar Harum Manis, kedua di Banjarbaru,

ketiga di Martapura, keempat di Barabai dan kelima di Kandangan.’

2. Visi dan Misi Bank Muamalat

Adapun visi dan misi Bank Muamalat adalah:®
a. Visi Bank Muamalat Indonesia

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,

dikagumi di pasar rasiona.
b. Misi Bank Muamalat Indonesia

Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan
orientasi  investasi yang inovatif untuk  memaksimumkan  nilai

bagi stakeholder.

4 Zulkifli, Manajemen Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat Cabang
Banjarmasin, (Skripsi: Perbankan Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), h. 59.

Syr .

Ibid. .h. 60.

® Bank Muamalat, Visi dan Misi Bank Muamalat, http:// www.bankmuamalat.co.id
/tentang/visi-and-misi. (29 April 2015).



3. Stuktur Organisasi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan

Gambar 4.1

kerja wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun
dan diatur dalam struktur oraganisasi. Adapun struktur organisasi pada Bank

Muamalat cabang Banjarmasin dapat dilihat dari gambar berikut:

Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin Tahun 2015’
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B. Gambaran Umum PT. Bank Tabungan Negara Tbk.KCS Banjarmasin.
1. Sejarah singkat perusahaan

BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang
menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari
2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan
SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa

keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah.®

Tujuan pendirian untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan
pelayanan jasa keuangan syariah.Mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank,
meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan
usaha.Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan

pegawai.9

SBTN, Profil BTN, http://www.btn.co.id/ Diakses 8 Mei 2015.

°Ibid.



BTN Syariah pada Kantor Layanan Syariah di Banjarmasin diresmikan Jumat
(23/5), merupakan cabang ke-15 dan yang pertama wuntuk wilayah
Banjarmasin.Direktur Utama Bank BTN Igbal Latanro mengatakan, pembukaan unit
usaha syariah di wilayah Banjarmasin, dilakukan dengan pertimbangan yang sangat
strategis setelah melihat besarnya minat masyarakat untuk memanfaatkan perbankan
syariah. BTN hadir untuk memenuhi penyediaan alternatif layanan perbankan secara

dual banking system."’

BTN Syariah fokus pada produk perumahan dan memiliki dua produk yaitu
KPR BTN Syariah dan KPR BTN Syariah Indensya. Selain itu juga menyediakan
beberapa produk tabungan syariah kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil yang
menguntungkan, seperti Deposito Batara Syariah dan Tabungan Batara mullarabah,

juga produk Dana Wadiah dan Tabungan Haji Baitullah. "'

2. Visi dan Misi Bank Tabungan Negara Syariah

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang

merupakan Strategic Business Unit."?

"YBTN, Tinggal Pilih KPR Syariah atau Konvesnional http://www.btn.co.id/, Diakses 8 Mei
2015.

"1bid.

BTN, Tentang Visi dan Misi, http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Visi---Misi.aspx,
Diakses 8 Mei 2015.



a. Visi Bank BTN Syariah

Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam

penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan

bersama.

b. Misi Bank BTN Syariah

1y

2)

3)

Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.

Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam
pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait
sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh
pangsa pasar yang diharapkan.

Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip
Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam
menghadapi perubahan lingkungan usaha serta

meningkatkan shareholders value.



4) Memberi keseimbangan dalam  pemenuhan kepentingan
segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan

dan nasabah.
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C. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian
data.Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian dilapangan dengan
menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni
wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan padapihak bank yakniBank
Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan Bank Tabungan Negara KCS
Banjarmasin diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Responden

a. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin

1) Nama : Mujiburrohman
TTL : Jember, 07 Februari 1987
Pendidikan : Strata 1
Jabatan : Account Manager Finance

2) Nama : Bayu Ferdyan
TTL : Pelaihari 28 November 1987
Pendidikan : Strata 1

Jabatan : Operational Pembiayaan (OP)



b. Bank Tabungan Negara KCS Banjarmasin

1) Nama : Jouhar Fayahagqi

TTL : Lamongan, 19 Agustus 1990

Pendidikan : Strata 1- Manajemen

Jabatan : Consumer Financing Analyst

2) Nama : Aan Agus Novian Sihotang

Pendidikan : S1-Sarjana Ekonomi

Jabatan : Consumer Finacing Service Staff

1. Gambaran Perkembangan KPR Syariah BMICabang Banjarmasin dan
BTN KCS Syariah di Banjarmasin.

Secara garis besar perkembangan KPR Syariah pada Bank Muamalat Indonesia

dan Bank Tabungan Negara Syariah di Banjarmasin memang mengalami peningkatan



beberapa tahun terakhir. Keberadaan Perbankan Syariah menjadi alternatif
masyarakat untuk memiliki rumah secara kredit dan berdasarkan prinsip syariah.
BMI dan BTN Syariah menyalurkan produk dengan berbagai macam tipe rumah

di Banjarmasin. Secara umum dikenal tiga jenis rumah berdasarkan target konsumen
yang ingin diraih, yaitu rumah kelas atas (rumah mewah), rumah kelas menengah,
dan rumah kelas bawah (subsidi). Adapun untuk jenis kepemilikan komersial
(produktif) misalnya rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukam).13

Pada BMI cabang Banjarmasin sebagai bank swasta yang pertama kali
beroperasi pada tahun 2003 ini mempunyai produk pembiayaan KPR Syariah dengan
dua pilihan akad yaitu murdaballah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqisah
(kerjasama sewa). Adapun produknya seperti pembiayaan kepemilikan rumah (ready
stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari
bank lain."

Dalam berbagai produk tersebut kini Bank Muamalat Indonesia di
Banjarmasin mengelola kurang lebih 899 pembiayaan nasabah dalam produk KPR
Syariah, 1 data yang diperoleh pada tahun 2012 KPR Syariah terus mengalami

peningkatan, perkembangan KPR Syariah dapat terlihat dari grafik di bawah ini:

" Saihadi, Jenis Rumah Berdasarkan Target Konsumen, http://panduanbisnisproperti.com.
(30 Mei 2015).

“Bank Muamalat Indonesia, Produk BMI, http://www.muamalatbank.com, (29 April 2015).

“Bayu Ferdyan, Operation Pembiayaan, wawancara langsung di Bank Muamalat Indonesia
Cabang Banjarmasin, 6 Mei 2015.



Grafik 4.1

Perkembangan KPR Syariah di BMI Cabang
Banjarmasin Tahun 2012-2014
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Sumber: Bank Muamalat Cabang Banjarmasin (data diolah)

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan perkembangan KPR Syariah di
BMI Cabang Banjarmasin setiap tahun mengalami kenaikan dengan perbandingan
angka kenaikan yang tidak terlalu tinggi yakni sekitar 5-6% dari tahun 2011 sampai
tahun 2014.

Sedangkan Bank Tabungan Negara Syariah di Banjarmasin, perkembangan

pembiayaan pemilikan rumah juga mengalami peningkatan secara umum. Menurut



Aan Agus Novian Sihotang masyarakat Banjarmasin masih memerlukan jenis rumah
sederhana seperti rumah tipe 36,45,49, dan tipe 60. Hal ini disesuaikan dengan
keadaan ekonomi masyarakat Banj armasin.'®

BTN Syariah sebagai unit usaha syariah yang langsung ditunjuk oleh
Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera), untuk menyalurkan perumahan
bersubsidi.Hampir 70% produknya adalah KPR subsidi dan non subsidi, 30% sisanya
adalah non perumahan seperti tabungan, investasi dan jasa-jasa lainnya. Pihak bank
mengakui, dengan banyaknya peminat KPR subsidi di BTN Syariah KCS

Banjarmasin laba yang dihasilkan dapat menutupi produk pembiayaan yang lain."”

2. Pelaksanaan PerhitunganFTV dalam SE BI NO.15/40/DKMP padaBMI
Cabang Banjarmasin dan BTN KCS Banjarmasin

Sebelum penulis menjelaskan dampak SE NO.15/40/DKMP dan upaya
pelaksanaannya terhadap KPR Syariah Bank Muamalat Indonesia dan Bank
Tabungan Negara Syariah di Banjarmasin, penulis terlebih dahulu memberikan
penjelasan mengenai perhitunganfinancing to value yang telah dilaksanakan oleh
kedua bank tersebut, sebagai berikut:

a. PerhitunganFinancing to Value untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah
1) Contoh: Debitur A mendapatkan fasilitas KPR Syariah dengan akad

murabal lah untuk pembelian rumah tapak X dengan luas bangunan

' Aan Sihotang, Financing Service, Wawancara langsung, di Bank Tabungan Negara KCS
Banjarmasin, 6 Mei 2015.

YIbid.,Aan Sihotang, Financing Service, Wawancara langsung, di Bank Tabungan Negara
KCS Banjarmasin, 6 Mei 2015.



100m? pada bulan Januari 2013. Pada saat KPR masih berjalan, debitur
A mengajukan lagi fasilitas KPR Syariah untuk pembelian rumah tapak
Y dengan luas bangunan 150m? pada Juni 2014. Dalam hal ini

perhitungan FT'V dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Perhitungan FTV KPR Syariah
Properti Fasilitas Pembiayaan FTV
Rumah Tapak X Pertama 70%
Rumah Tapak Y Kedua 60%

Sumber: BTN KCS Banjarmasin (data diolah).

2) Contoh: Nasabah A mendapatkan fasilitas KPR Syariah dengan akad
murabal ah untuk pembelian rumah tapak X dengan luas bangunan
100m? pada bulan Januari 2013. Pada saat KPR masih berjalan, nasabah
A mengajukan lagi KPR untuk pembelian apartemen Y dengan luas
bangunan 60m* pada bulan Juni 2013. Selanjutnya pada bulan
Desember 2014, nasabah A kembali mengajukan KPR Syariah dengan
akad MMQ untuk rumah toko Z. Dalam hal ini perhitungan FTV adalah
sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan FTV KPR Syariah

Properti Fasilitas Kredit/pembiayaan FTV

Rumah Tapak X Pertama 70%




Apartemen Y Kedua 70%

Rumah Toko Z Ketiga 70%

Sumber: BMI Cabang Banjarmasin (data diolah)

b. Perhitungan FTV untuk Pembiayaan Konsumsi dengan Agunan (jaminan)
Rumah yang Perhitungannya Disesuaikan dengan Jenis Agunannya.
Contoh; debitur A memiliki 2 unit Rumah Tapak sebagai berikut;

Tabel 4.3
Kepemilikan Rumah Sebagai Agunan

Agunan Luas Bangunan Status KPR Syariah
Rumah Tapak 1 150m” Lunas
Baki Debet
Rumah Tapak 2 200m*
Rp500.000.000,00

Sumber: BTN KCS Banjarmasin (data diolah)
debitur A memerlukan dana sehingga menjaminkan rumah tapak 1 untuk
mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumsi dengan skema multiguna.
Untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumsi dengan skema multiguna
tersebut, bank melakukan penilaian ulang atas Rumah Tapak 1 sehingga
diperoleh informasi bahwa harga agunan berdasarkan taksiran bank adalah
sebesar Rp1.000.000.000,00. Sesuai dengan surat edaran ini, total fasilitas

pembiayaan yang dapat diberikan bank menjadi sebagai berikut:



b)

Mengingat A masih memiliki fasilitas KPR untuk Rumah Tapak 2 yang
masih berjalan, maka fasilitas pembiayaan konsumsi dengan skema
multiguna tersebut diperlakukan sebagai fasilitas pembiayaan kedua.

Kredit maksimum yang dapat diberikan untuk fasilitas kredit kedua

adalah sebesar 60% x Rp1.000.000.000,00 = Rp. 600.000.000,00.

c. Perhitungan FTVuntuk perjanjian pembiayaan yang mengikat lebih dari 1
(satu) pemilikan rumah pada saat bersamaan dan/atau beberapa perjanjian
pembiayaan terhadap beberapa propertidi tanggal yang sama.

Contoh perhitungan financing to value berdasarkan urutan fasilitas

pembiayaan, jika nasabah meninginkan KPR Syariah lebih dari satu.

D

2)

Permohonan fasilitas pembiayaan pertama (I); seorang nasabah X
mengajukan permohonan KPR Syariah akad murdballah dengan luas
bangunan 56 m? dengan nilai wajar objek sebesar Rp. 105.000.00 dan
debitur memperoleh pembiayaan kedua. Maka bank menentukan
financing to value dengan pembiayan kedua sebesar 70% atau sebesar
73.500.000 dan debiur harus membayar uang muka sebesar 30% atau
senilai Rp. 31.500.000

Pemohonan fasilitas pembiayaan ketiga (III); seorang nasabah Y
mengajukan permohonan KPR Syariah dengan luas bangunan 100 m®
dengan nilai wajar objek sebesar Rp. 240.000.000 dan debitur

memperoleh fasilitas pembiayaan ketiga dengan financing to value



sebesar 50% atau senilai dengan Rp. 120.000.000 maka debitur harus
membayar uang muka 50% atau senilai Rp. 120.000.000.

3) Pemohonan fasilitas pembiayaan kedua (II); seorang nasabah Q
mengajukan permohonan KPR Syariah dengan luas bangunan 80 m’
dengan nilai wajar objek sebesar Rp. 190.357.000 dan debitur
memperoleh fasilitas pembiayaan ketiga dengan financing to value
sebesar 70% atau senilai dengan Rp. 133.249.900 maka debitur harus
membayar uang muka 30% atau senilai Rp. 57.107.100

Adapun rincian permohonan nasabah di atas untuk mendapatkan dfasilitas
KPR Syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Nilai Agunan Per tipe Rumah

Unit Luas Bangunan Nilai Agunan
I 56 m” Rp. 105.000.000
11 100 m” Rp. 240.000.000
11 80 m” Rp. 190.357.000

Maka bank wajib meneapkan urutan fasilitas pembiayaan berdasarkan nilai
agunan dari agunan paling rendah, berdasararkan tabel berikut:

Tabel 4.5
Fasilitas Pembiayaan dengan Nilai Agunan

Maksimum
Unit Kategori Nilai Agunan
FTV
I Fasilitas Pembiayaan Pertama Rp. 105.000.000 70%
dan Luas Bangunan 56 m’




I Fasilitas Pembiayaan Kedua Rp. 190.357.000 70%
dan Luas Bangunan 80 m*
I Fasilitas Pembiayaan Ketiga Rp. 240.000.000 50%

dan Luas Bangunan 100 m*

Sumber: BMI Cabang Banjarmasin (data diolah)

Dengan demikian bank akan menilai setiap kepemilikan rumah apakah

nasabah sudah pernah memiliki KPR lainnya di bank lain atau bank itu sendiri untuk

menilai nilai agunan sehingga dapat diperhitungakan berapa financing to value yang

dapat diberikan oleh Bank Syariah.

3. Dampak Kebijakan SE BI No. 15/40/DKMP Terhadap Kredit Pemilikan

Rumah Syariah Bank Muamalat Indonesia dan BTN Syariah di
Banjarmasin.

a.  Dampak Bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin

Berdasarkanwawancara dengan respondenMujiburrohman selaku staf

manajemen pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin,

kebijakan financing to value,telah berdampak positif terhadap manajamen penyaluran

pembiayaan.

Semenjak surat edaran dikeluarkan pihak bank lebih berhati-hati
menyalurkan dana agar mengurangi risiko pembiayaan macet, besaran uang
muka lebih menjamin pada komitmen nasabah untuk membayar angsuran.
Manajemen bank juga lebih ketat menyaring nasabah yang lebih potensial,
pontesial dalam artian nasabah yang mampu memenuhi persyaratan
pengajuan KPR Syariah.18

'8 Mujiburrohman, Account Manager Finance, Wawancara langsung di Bank Muamalat

cabang Banjarmasin, 23 April 2015.



Sejalan dengan dampak positif tersebut lebih lanjut Mujiburrahman
menjelaskan bahwa kebijakan ini diakui juga berdampak negatif pada BMI Cabang
Banjarmasin.

Setelah ditetapkannya aturan financing to value,nasabah yang

mengajukan pembiayaan KPR terutama untuk tipe rumah di atas 70

m?(fasilitas pembiayaan pertama) merasa keberatan karena dia harus

membayar uang muka lebih besar.Besaran uang muka yang ditetapkan tidak
mencukupi dari pendapatan mereka, sehingga membuat pihak bank
berusaha menjelaskan aturan baru tersebut. "

Mujiburrohman mengakui omzet produk pembiayaan dalam penghimpunan
danayang biasanya 70% perbulan dari 2 milyar susah tercapai bahkan tidak sampai
50%. Hal inilah yang membuat mereka berusaha lebih keras untuk mencari nasabah
yang lebih potensial serta memobilisasi dana masyarakat seoptimal mungkin. Lebih
lanjut ia menjelaskan, jika dilihat berdasarkan ketentuan financing to value dan
besaran uang muka yang dikenakan hanya terbatas pada golongan tertentu saja.

Sehingga memperkecil segmentasi pasar.?’

b. DampakBagiBank Tabungan Negara KCS Banjarmasin

Kebijakan financing to value yang telah dilaksanakan oleh BTN KCS
Banjarmasin yang aktif pada awal tahun 2014 ini, dipandang sebagai kebijakan
positif, pihak bank lebih berhati-hati dalam memutuskan pembiayaan KPR Syariah
pada nasabah. Hal ini memang tidak jauh berbeda apa yang terjadi di BMI Cabang

Banjarmasin.

YIbid.
D1pid.



Penilaian karakter nasabah seperti, kemampuan membayar dan riwayat
nasabah menjadi perhatian penuh BTN KCS Banjarmasindalam rangka meningkatkan
manajemen risiko bank, hal ini juga sesuai dengan amanat surat edaran
tersebut.Kebijakanfinancing to value sekaligus juga lebih selektif menyaring nasabah
yang lebih potensial.21

Seiring dengan mey;ingkatnya manajemen risiko | g; BTN KCS Banjarmasin orary kebijakan
financing to valuepada produk KPR Platinum (non subsidi) mengalami penurunan.
Selain itu jika nasabah ingin menambah lagi KPR fasilitas kedua, permohonan
nasabah bisa saja tertolak, mengingat banyak pertimbangan yang diputuskan oleh
pihak Analyst BTN Syariah.

4. UpayaBMI danBTN Syariah Banjarmasin Dalam Melaksanakan SE BI

NO. 15/40/DKMP.

Untuk mengatasi tingkat vang muka yang tinggi, pihak Bank Muamalat
Indonesia Cabang Banjarmasin memfokuskan produk KPR Syariahdengan
akadmusyarakah mutanaqgisah (MMQ) yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan

uang muka lebih rendah, di mana fasilitas pembiayaan rumah pertama sebesar 10%,

rumah kedua sebesar 20% dan rumah ketiga 30%.%

*'Jouhar Fayahaqi, Consumer Financing Analyst, Wawancara langsung, di Bank Tabungan
Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, 28 April 2015.

2 Mujiburrohman, Account Manager Finance, Wawancara langsung di Bank Muamalat
Cabang Banjarmasin, 23 April 2015.



Kelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia ini merupakan kesempatan
yang dimanfaatkan BMI Cabang Banjarmasin agar dapat memberikan produk KPR
Syariah agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam menjalankan SE BI NO.15/40/DKMP BTN Syariah melakukan
upaya bukan pada produk KPR Syariah itu sendiri melainkan pada nasabah yang akan
dibiayai, misalnya berdasarkan pada 5C; capital, collateral, condition of
economy,character, dan capacity.

Selanjutnya BTN KCS Banjarmasin juga meminimalisir risiko dalam
pembiayaan yaitu dengan menggunakan BI Checking.BI Checking merupakan proses
pengecekan oleh lembaga keuangan melalui sistem yang disebut Sistem Informasi
Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia.

Output dari sistem informasi debitur adalah Informasi Debitur Individual
(IDI), melalui sistem inilah pihak bank dapat mengetahui riwayat debitur atau
nasabah yang ingin mengajukan pemilikan rumah. Proses ini dilakukan apakah
nasabah pernah ada masalah kredit macet atau keterlambatan pembayaran. Sehingga
pihak bank dapat mengambil keputusan pembiayaan pemilikan rumah.” Dengan kata
lain BTN Syariah tidak langsung melakukan upaya pada batasan maksimum

pembiayaan (FTV) melainkan pada nasabah selaku calon penerima KPR Syariah.

D. Analisis Data

SJouhar Fayahaqi, Consumer Financing Analyst, Wawancara langsung, di Bank Tabungan
Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, 28 April 2015.



1. Analisis Dampak SE BI No. 15/40/DKMP terhadap KPR Syariah Bank
Muamalat Indonesia dan BTN Syariah di Banjarmasin

Dampak setelah melaksanakan SE BI No. 15/40/DKMP terutama setelah
melaksanakan financing to value pada BMI Cabang Banjarmasin, jika dilihat
berdasarkan besaran uang muka, sasaran nasabah financing to value adalah golongan
masyarakat golongan atas, kemampuan membayar uang muka pada fasilitas pertama
untuk KPR Syariah sekitar 30% dari total kredit perumahan atau financing to
valuemaksimal 70%. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk meminimalisasi gagal
bayar dari debitur potensial.

BMI Cabang Banjarmasin setelah melaksanakan kebijakan financing to value
dalam SE BI No. 15/40/DKMP, beberapa tahun terakhir terlihat lebih
menguntungkan bank dari segi keamanan dan kesehatan bank. Pihak bank
menyatakan bahwa bank lebih berhati-hati dalam menempatkan dananya.Prinsip
kehati-hatian tersebut mengharuskan bank lebih selektif dalam menilai nasabah dan
menempatkan dananya dengan bijak.

Bank Tabungan Negara KCS Banjarmasin juga mengalami hal serupa, bank
lebih  berhati-hati dalam memberikan pembiayaan KPR Syariah kepada
nasabah.Melalui sisitem BI Checking dalam menilai karakter debitur yang benar-
benar layak menerima pembiayaan KPR Syariah.

Sebuah lembaga keuangan prinsip kehatian-hatian ini tentu saja harus
dijalankan oleh Bank Syariah karena tidak hanya berhubungan dengan kewajiban

bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya ke



bank, tetapi juga karena kedudukan bank dalam masyarakat yakni sebagai bagian dari
sistem moneter ataupun makroprudensial yang menyangkut kepentingan semua
masyarakat serta kesehatan ekonomi secara keseluruhan.

Penetapan financing to value yang telah dilaksanakan oleh BMI Cabang
Banjarmasin maupun di BTN KCS Banjarmasin memang sesuai dengan harapan
Bank Indonesia yakni agar bank dapat meningkatkan manajemen risiko dan bank
lebih sehat karena risiko pada pembiayaan macet pada perumahan berkurang,
begitupun juga pada financing o value dapat dapat mengontrol pembiayaannya dan
lebih berhati-hati dalam menerima pembiayaan terhadap nasabah.

Sejalan dengan manajamen perbankan yang lebih selektif dalam memilih
nasabah, ternyata dibarengi dengan berbagai respon nasabah dan penolakan
permohonan pembiayaan, terutama pada nasabah yang menginginkan tipe rumah di
atas 70m°mereka merasa keberatan, mencapai uang muka 30% dari harga jual pada
fasilitas pembiayaan pertama, serta ditolaknya jika riwayat debitur tidak begitu baik.
Jika dilihat berdasarkan perhitungan financing to value berikut ini perbedaan uang

muka yang dibayar nasabah cukup besar setelah diberlakukannya kebijakan financing

to value.
Tabel 4.6
Perbandingan Perhitungan Financing to Value Berdasarkan Perbedaan Luas
Bangunan
Tipe Luas Harga Jual Total Uang Muka Selisih Uang
Tanah/Luas Muka
Bangunan




30% x Rp. 105.000.000
56m” | 56 m*- 105 m? | Rp. 105.000.000
= Rp. 31.500.000

30% x Rp. 190.257.000

>70 2 2
2| 80m’-130m® | Rp. 190.257.000 | _p o 57107 100

Dari tabel diatas nampak jelas selisihuang muka yang begitu jauh antara
bangunan tipe 56 m> dengan bangunan tipe rumah di atas 70 m’tentu mempengaruhi
keinginan atau pemintaan KPR Syariah pada tipe rumah di atas 70 m?, tentu hal ini
menentukan kepastian nasabah dalam menyediakan uang muka lebih besar
berdasarkan perhitungan financing to value

Menurut Wahyu Hidayati dan Budi Harjanto sebagai mana penulis paparkan
pada landasan teori yang menjelaskan bahwa permintaan konsumen terhadap
perumahan dipengaruhi oleh faktor kemudahan mendapatkan pinjaman.Berdasarkan
pandangannya pasar perumahan dalam faktor pemintaan rumah dipengaruhi oleh
kebijakan pemerintah dan institusi perbankan.*

Karakteristik pasar properti lebih membutuhkan dana besar menyebabkan
konsumen sangat tergantung pada kemudahan pendanaan, namun jika syarat
mendapatkan pinjaman sangat ketat oleh pemangku kebijakan tentu menurunkan

permintaan rumah oleh masyarakat.”> Hal ini bisa terlihat di mana persyaratan FTV

* Wahyu Hidayati dan Budi Harjanto, Konsep Dasar Penilain Propeti, (Yogyakarta: BPFE,
2003), h. 19.

BIbid. h. 20.

Rp. 25.607.100




untuk memperoleh rumah harus menyediakan dana besar yakni sebesar 30% dari
harga jual.

Hal lain yang perlu dilihat berdasarkan perekonomian di Banjarmasin adalah
inflasi yang terjadi. Berikut ini laju inflasi di bidang perumahan, yang tentu akan

berpengaruh pada permintaan KPR Syariah berdasarkan grafik di bawah ini:

Grafik 4.2
Inflasi Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar di Banjarmasin
[ ] Periode Triwulan 2012-2014
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin (data diolah)

Jika dilihat berdasarkan grafik di atas inflasi perumahan terjadi paling tinggi
pada tahun 2013, tepatSE BI No.15/40/DKMP mulai dilaksanakanpada seluruh bank
di Banjarmasin termasuk Bank Syariah, di mana terdapat kenaikan harga pada

perumahan, air, listrik dan bahan bakar sebesar 1,19%, hal ini sejalanpada tabel



1.1.yang menunjukkan terjadinya penurunan KPR Syariah sebesar 32,44% pada tipe
rumah di atas 70 m”. Diperkirakan inflasi terjadi akibat pengurangan subsidi BBM di
tahun 2013 sehingga berpengaruh pada kenaikan harga lainnya seperti transportasi
dan harga bangunan, jika dilihat berdasarkan kondisi pasar properti tentu berpengaruh
pada permintaan KPR Syariah.

Sebagaimana menurut Sam A.A Kubba,menyatakan penetapan financing to
value membuat bank akan melakukan pemberian pinjaman pada pembeli berdasarkan
kondisi pasar dan kualitas pembeli serta kekayaan pembeli.26Dengan demikian faktor
financing to value memang tidak menjadi faktor utama namun juga dipengaruhi oleh
faktor lain seperti terjadinya inflasi.

Dalam pandangan Islam, prinsip keseimbangan dan keadilan merupakan
prinsip dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat.Keseimbangan dalam
sistem sosial Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak namun
mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk melindungi hak milik?’.Dalam hal ini
BMI dan BTN Syariah di Banjarmasin dihadapkan pada kondisi di mana calon
pembeli menginginkan harga lebih terjangkau. Kondisi lainBMI Cabang Banjarmasin
dan BTN KSC Banjarmasin juga merasakan dampak penurunan omzet pembiayaan

dan permintaan hunian.

2 Sam. A.A Kubba, Property Condition Assessments, h. 15.

27 Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 9.



Islam memandang bahwa harga keseimbangan tidak menimbulkan dampak
negatif ataupun kerugian bagi pelaku ekonomi, harga yang adil adalah harga yang
dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan tingkat laba tertentu serta
tidak merugikan konsumen. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat apabila harga
yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat
presentase keuntungan tertentu maka akan menyebabkan distorsi harga dan dapat
merugikan manusia.”®

Pengertian ini bukan berarti mengandung arti bahwa mekanisme harga tidak
boleh diadopsi sebagai mana Umer Chapra menyatakan sebuah kebijakan tentu untuk
mengontrol konsumsi, melalui filter efektif dan diperkuat dengan referensi konsumen,
nilai-nilai moral dan sebuah sistem motivasi agar orang kaya mematuhi nilai nilai
itu.*

Dalam sejarah Ekonomi Islam, suatu ketika di masa Rasulullah, harga di
Pasar Madinah terjadi kenaikan harga terhadap barang-barang komoditi, para sahabat
pun datang pada Rasulullah, yang juga sebagai pemimpin negara pada saat itu, untuk
meminta kebijakan dalam menetapkan harga. Peristiwa ini dinukilkan dari Anas Ibnu

Malikdan dishahihkan oleh Ibnu Majah No. Hadits.1787 dalam Sunan At-Tirmidzi

Juz II/No.1314:

®Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, terj. Arif Maftuhin Dzhofir, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), h. xxii.

PUmer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema
Insani 2006), h. 216.
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Artinya: Suatu saat di masa Rasulullah SAW harga merangkak naik. Lalu orang-
orang mengatakan, ‘wahai Rasulullah, patoklah harga untuk kami’.
Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang
menyempitkan dan melapangkan rizki, dan sungguh aku berharap untuk

bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorang pun dari kalian yang

menuntutku dengan suatu kezaliman, baik dalam darah atau harta’. »30

Hadits di atas berkenaan dengan masa-masa ekonomi sangat sulit, sehingga
barang komoditi menipis.Naiknya harga barang, disebabkan karena tingginya
permintaan terhadap barang komoditi sedangkan stok barang tersebut menipis bukan
disebabkan karena tindakan kesewenang-wenangan pedagang namun pasar berjalan
secara alami.Dalam keadaan seperti ini, jika dilihat pada sikap Rasulullah berarti
pemerintah tidak punya wewenang untuk campur tangan dalam menetapkan harga-

harga barang komoditi di pasar.3 !

3 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi Juz 2, terj. Fachrurazi,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 84.

3 Rozalinda, Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, h.162.



Menurut Abu Yusuf dalam perubahan harga memang tidak hanya dipengaruhi
oleh persedian barang saja, tetapi juga ditentukan oleh permintaan terhadap barang
tersebut. Bahkan faktor lain juga mempengaruhi harga seperti jumlah uang yang
beredar di masyarakat, penimbunan atau penahanan barang. 3 Jika harga barang
di pasar disebabkan ulah para spekulan dengan cara menimbun barang, tentunya
barang di pasar menipis dan harga melonjak dengan tajam, maka keadaan seperti ini
para ulama figh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam

menetapkan harga komoditi itu.

Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah mengatakan, para Ulama 33
menyimpulkan dari hadits di atas bahwa haram bagi penguasa untuk
menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber
kezaliman.Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembebasan
terhadap mereka bertenangan dengan kebebasan ini.Di sampingitu penetapan
harga mengakibatkan kelangkaan barang.Mengakibatkan kenaikan harga dan
hal ini membahayakan bagi orang fakir, karena mereka tidak mampu
membelinya.Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu membelinya
di pasar gelap dengan kecurangan yang besar.Masing-masing dari keduanya pun
masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada masalahat terwujud
diataranya keduanya34

Campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan tersebut berdasarkan

firman Allah dalam Q.S An-Nisaa/4: 29:

2 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada), h. 52.

3 Ulama yang tidak membolehkan adalah ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah,
sebagian ulama Syafi’iyah, sebagian ulama Hanabaliah dan Imam as-Syaukani

34 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Gema Insani,
2009), h.204-205.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.”

Apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti
unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun),
yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah
berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak
penguasa telah berbuata zalim kepada pihak penjual.

Ulama yang membolehkan seperti Ibnu Taimiyah.36Ibnu Taimiyah membagi
bentuk penetapan harga itu kepada dua macam.Pertama, intervensi harga yang zalim
bila harga atas ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui
mekanisme pasar yakni atas dasar rela sama rela atau normal. Kedua, intervensi harga
dianggap adil bila tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli.37

Sehingga menetapkan harga tidak boleh diterapkan bila ada hambatan tidak

alami dalam menentukan tingkat harga di pasar.Namun jika hambatan-hambatan tak

alami seperti tingkat harga dikendalikan oleh sekelompok orang demi kepentingan

3Tafsir Ibnu Katsir, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jabal Riwadaul Jannah, 2010), h. 83.
%Ulama yang membolehkan Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

37 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islam, h. 164.



mereka, maka pengawas pasar berkewajiban menetapkan ukuran-ukuran yang benar

untuk menegakkan keadilan.

Menurut para ulama figh, syarat-syarat intervensi negara dalam ekonomi ini

adalah:

Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat luas.

. Terbukti bahwa para pelaku ekonomi melakukan kesewenang-

wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.

Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.

. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan

menunjukan para pakar ekonomi.

Penetapan  harga itu dilakukan dengan terlebih  dahulu

mempertimbangkan modal dan keuntungan para produsen/pedagang.

Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa
terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang
menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang

oleh para pedagang/perusahaan. 38

Inilah hakikat penetapan harga yang diperintahkan oleh Rasulullah yaitu agar

semua harga sesuai dengan harga yang wajar, Namun demikian kemaslahatan yang

lebih besar menurut pendapat ulama yang membolehkan adanya campur tangan

38 Setiawan Budi Utomo, Pematokan Harga oleh Pemerintah, http:// www. Eramuslim .com/

konsultasi/fikih-kontemporer/.htm2008, (13 Juni 2015)



dalam menetapkan harga negarajika terjadi kondisi pasar yang tidak
seimbang.Menurut Ibnu Taimiyah dalam konsep ekonomi, peran pemerintah dalam
hal ini sebagai pelindung kepentingan umum dan memilih berbagai instrument
ekonomi yang bisa menjalin keadilan menyangkut kepentingan masyarakat, yakni
melindungi hak-hak masyarakat luas.”

Sejarah ekonomi Islam tersebut dan pandangan para ulama, jika dikaitkan
dengan permasalahan di BMI Cabang Banjarmasin dan BTN KCS Banjarmasin
Syariah sekarang, bahwa instrument financing to value merupakan langkah yang
mengatur para pelaku ekonomi seperti BMI Cabang Banjarmasin dan BTN KCS
Banjarmasin dalam hal ini juga masyarakat agar tidak berlebihan dalam
mengkonsumsi perumahan. Bank Indonesia sebagai regulaor atau pengawas pasar
juga memandang dengan instrumen financing to value dapat membuat sektor
perbankan lebih sehat. Tentu hal ini diboleh demi kepentingan kemaslahatan.

Namun Bank Indonesia juga harus memperhatikan dampak negatif yang
terjadi, financing to valuesebagai instrument makroprudensial, dilakukan dengan
terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan perbankan serta kondisi
ekonomi, karena hal ini merupakan syarat penetapan harga dalam Islam. Para pelaku

ekonomi tidak merasa dirugikan atau merasakan dampak negatif atas sebuah

kebijakan.

3 Adiwarman Karim, SejarahPemikiran Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.
375.



2. Analisis Upaya BMI Cabang Banjarmasin dan BTN KCS
Banjarmasindalam melaksanakan SE BI NO. 15/40/DKMP

Presentase kenaikan ini menunjukkan lembaga keuangan atau perbankan
masih menunjukkan trend yang positif dalam menyalurkan kredit perumahan. Namun
dengan adanya kebijakan financing to value yang telah mengurangi jumlah
permintaan KPR Syariah terutama tipe rumah di atas 70m* yang dikenakan Bank
Indonesia.

“Menurut Danang Sunyoto dan Henry Sarnowo, sebuah perusahaan akan
berusaha untuk menghindari risiko kerugian oleh karena itu para manajer perusahaan
sangat berhati-hati dalam keputusan dan kebijakan yang diambil dalam menekan
risiko”.*

Ketika barang naik maka masyarakat cenderung mencari barang pengganti
yang lebih murah sehingga permintaan akan barang pengganti meningkat dan harga
menurun. Sedangkan perusahaan cenderung mengikuti selera pasar. Hal inilah yang
dilakukan BMI cabang Banjarmasin untuk mengalihkan produknya pada produk
KPR Syariah yang lebih dijangkau oleh masyarakat.

BMI Cabang Banjarmasin berdasarkan penyataan pihak bank menyediakan
produk KPR Syariah dengan akad musyaragah mutanaqisah dengan tipe rumah di

bawah 70 m’ agar masyarakat masih dapat menerima fasilitas pembiayaan KPR

Syariahdengan financing to value lebih tinggi. Artinya setiap harga yang ditawarkan,

“Danang Sunyoto dan Henry Sarnowo, Ekonomi Manajerial dan Bisnis, h. 13.



masyarakat mempunyai pilihan yang lebih terjangkau dalam mengambil produk KPR
Syariah.
Pengaruh perubahan harga yang dilakukan BMI Cabang Banjarmasin terhadap

pilihan konsumen yang dapat digambarkan melalui kurva di bawah ini:

Kurva 4.1
Pengaruh Perubahan Harga Terhadap Pilihan Nasabah KPR Syariah

Kuantitas KPR
Tipe di atas70 m*
1. Ketika kenaikan pendapatan
— menggeser garis kendala anggararan
atas rumah KPR Tipe 70 m’

Titik optimum awgl

_________ Titik optimum baru

e A N
3. Menurunkan

konsumsi KPR Tipe
70m’




Kuantitas KPR
\ Akad MMQ

2. Menyebabkan peningkatan konsumsi KPR
akad MMQ

Berdasarkan kurva di atas ketika harga KPR Syariah tipe rumah di atas 70 m’
naik, kendala anggaran konsumen akan bergeser ke atas dan besaran kemiringannya
mengalami perubahan. Konsumen bergerak dari titik optimum awal ke titik optimum
baru yang mengisyaratkan perubahan kombinasi KPR Syariah tipe di atas 70 m” dan
KPR akad MMQ yang diminta. Dalam kasus ini, bank akan berusaha meningkatkan
nasabah KPR Syariah akad MMQ namun mengurangi permintaan KPR tipe rumah di
atas 70m’ .

Sebagaimana Bernheim menyatakanproduk dalam kurva permintaan
menunjukkan seberapa banyak produk yang dibeli oleh konsumen dan perusahaan
pada setiap kemungkinan harga, sehingga mempunyai hubungan yang saling
berpengaruh terhadap pemintawm41

Dalam hal ini BMI Cabang Banjarmasin menghindari kebijakan financing to
value pada tipe rumah di atas 70m* yang dinilai lebih berat bagi nasabah dengan
mengupayakan pembiayaan financing to value lebih tinggi atau uang muka lebih kecil

bagi nasabah sebagai alternatif melalui produk KPR akad MMQ yang lebih

terjangkau sehingga membuat permintaan KPR Syariah tetap meningkat. Hal ini juga

4B Douglas Bernheim and Michael D. Whinston, Microeconomics, (NewYork: McGraw-
Hill Companies, 2008), h. 57.



sejalan bagaimana perkembangan KPR Syariah di BMI Cabang Banjarmasin yang
telah peneliti jelaskan sebelumnya.

Sedangkan Bank Tabungan Negara KCS Banjarmasin, dalam upaya
menjalankan SE BI No.15/40/DKMP terfokus pada prinsip kehati-hatian,
sebagaimana penulis jelaskan bahwa upaya yang dilakukan bukan pada sproduk KPR
Syariah sendiri tetapi pada penilaian karakter nasabah.

Menurut Jouhar Fayahaqi Analyst BTN Syariah mengatakan pengalaman
krisis yang terjadi terhadap lembaga keuangan pada masalah perkreditan rawan
terjadi risesi ekonomi, oleh karena itu manajemen risiko BTN syariah lebih
mengekedepankan aspek dalam menilai kemampuan nasabah dan kemampuan
membayar pada saat jatuh tempo.42

Upaya BTN KCS Banjarmasin memang tak hanya pada prinsip kehati-hatian
saja, jika dilihat 70% produk utama mereka adalah KPR Subsidi, pihak bank
mengatakan meskipun KPR Platinum mengalami penurunan, justru KPR Subsidi
mengalami peningkatan, artinya BTN KCS Banjarmasin masih dipercaya
masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan data yang penelitiperoleh bahwa BTN
Syariah tengah peningkatan mutu pelayanan (loan service) baik untuk KPR subsidi

maupun non subsidi.Berikut Standar Layanan 151 BTN Syariah.

Gambar 4.3
Standar Layanan 151 BTN Syariah
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Hal ini berarti BTN KCS Banjarmasin dapat disimpulkan upayanya tidak
hanya pada manajemen risiko, namun pada menjaga kepercayaan masyarakat melalui
loan service (pelayanan pembiayaan) baik pada KPR Subsidi untuk perumahan rakyat
golongan menengah ke bawah dan subsidi untuk nasabah yang mempunyai dana
lebih.

Berdasarkan gambaran tentang upaya ke dua bank tersebut ternyata KPR
Syariah yang disalurkan merupakan KPR Syariah merupakan tipe perumahan di
bawah 70 m’ artinya ke dua bank lebih menekan pada pemenuhan tipe rendah, BMI
dengan produk KPR Syariah akad MMQ dan jika dilihat dari kondisi masyarakat kota
Banjarmasin dipengaruhi kemampuan membayar dan berdasarkan keterangan Aan
Sihotang tipe di bawah 70 m’ memang diminati masyarakat. Sehingga menurut
penulis upaya ke dua bank adalah fokus pada rumah yang disalurkan menuruti selera
pasar dan daya beli masyarakat di Banjarmasin.

Bank Indonesia melalui SE BI No.15/40/DKMP memang mengatakan aturan
rumah subsidi tidak dikenai ketetapan financing to value sehingga rakyat ke bawah

dapat menikmati rumah dengan fasilitas lebih murah, di samping itu Perbankan



Syariah dengan akad musyarakah mutandaqisah(MMQ)ditetapkan dengan financing to
value pada fasilitas uang pertama dengan uang muka 10%, fasilitas kedua 20% dan
fasilitas ketiga 30%. Dari kondisi demikian perkembangan KPR Syariah secara
umum masih dapat dikatakan mengalami kenaikan dan menyentuh pada sekor rumah
di bawah 70 m*

Kenaikan secara umum inilah yang harus menjadi pengawasanpenuh Bank
Indonesia, walaupun permintaan KPR Syariah tipe rumah di bawah 70 m” telah
menurun baik di BMI Cabang Banjarmasin dan BTN KCS, namun bukan berari lepas
kontrol karena kebutuhan rumah rawan mengalami kenaikan harga.

Pandangan Umer Chapra pada pola konsumsi dalam memilik rumah tetap harus
diwaspadai dengan mekanisme filter. Nazor Mazid menjelaskan maksud dari
filterisasi ini adalah kebijakan etis menggunakan etika sebagai kebijakan dan agama
sebagai salah satu pendekatan dalam pengkajian dan praktik ekonomi # karena
meskipun dalam penggunaan harga dapat mengurangi ketidakseimbangan yang
terjadi, menurut Umer Chapra tidak serta-merta dapat menciptakan pemeratawm.44
Kebijakan meningkatkan harga untuk membatasi seseorang dengan

mengkonsumsi menurutnya tetap memberikan peluang pada si kaya untuk membeli

barang-barang mewah yang mereka inginkan karena status simbol.*” Artinya ketika

# Muhammad Nazori Mazid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, (Yogyakarta: PSEI STIS,
2003), h. 189.

“Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema
Insani 2006), h. 216.

Blbid.



financing to value mampu dipenuhi berdasarkan kriteria yang ditetepkan maka akan
tetap membuka peluang bagi seseorang untuk memiliki KPR lebih banyak karena
kemampuan daya belinya memadai.

Letak hubungan Bank Indonesia dengan bank umum lainnya, memberi arahan
pada pelaku ekonomi dengan pendekatan agama, dan kriteria moral dimana menurut
Umer Chapra, Bank Indonesia harus menjadi induk yang mengarahkan pada nilai
persaudaraan dan keadilan yang tidak mengandung kezaliman untuk mencapai
pemerataan dalam penyaluran kredit perumahan. Sehingga masyarakat yang benar-
benar membutuhkan tempat tinggal bisa memiliki hunian dengan nyaman.Fitrah
manusia dalam kepemilikan memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah,
yang tidak akan merasakan kebahagian dan ketenangan batin, kecuali kebahagian

sejati telah dicapai melalui kebutuhan materiil dan spiritual.






